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DI tengah hingar-

bingar kebijakan

Donald Trump yang

menaikkan tarif im-

por secara masif

hingga menggun-

cang pasar global,

kita diingatkan pa-

da sebuah gerakan

serupa dalam skala

lokal: Program Bela

Beli Kulonprogo

yang digagas Hasto Wardoyo (waktu itu

Bupati Kulonprogo, kini Walikota Yogya-

karta). Meski berbeda dalam skala dan im-

plementasi, kedua kebijakan ini memiliki se-

mangat sama, yakni melindungi ekonomi

domestik di tengah arus globalisasi.

Keduanya bertemu di titik ideologis, yakni

masalah proteksi terhadap produk lokal.

Jika Trump menggunakan tarif untuk

melindungi industri AS dari gempuran pro-

duk luar negeri, Hasto melindungi UMKM

dan petani Kulonprogo dari kebangkrutan.

Keduanya, meski berbeda skala, berbagi es-

ensi yang sama: negara/pemerintah harus

hadir melindungi kepentingan domestik

ketika globalisasi justru menggerus kedau-

latan.

Melalui kebijakan wajib penggunaan

batik lokal, pembelian beras produksi petani

Kulonprogo, dan kampanye sistematis beli

produk daerah, Bupati Hasto Wardoyo

membuktikan bahwa proteksionisme ekono-

mi dapat diimplementasikan sebagai strate-

gi nyata, bukan sekadar retorika untuk

membangun kemandirian ekonomi di ting-

kat kabupaten

Nasionalisme Ekonomi: Antara

Ideologi dan Realitas Pahit

Langkah Trump dan Hasto bukan seka-

dar respons emosional, melainkan cerminan

krisis ideologis globalisasi. Amerika Serikat,

sebagai arsitek perdagangan bebas, kini

menolak sistem yang dulu dipromosikannya

setelah kehilangan 5 juta lapangan kerja

manufaktur (2000-2010).

Sementara itu, Kulonprogo, yang teran-

cam oleh banjir produk murah, baik impor

maupun dari daerah lain dan ketergantung-

an teknologi, memilih membangun benteng

pertahanan lewat konsumsi lokal. Di sini,

proteksionisme menjadi ‘obat pahit’ bagi lu-

ka struktural: deindustrialisasi, ketimpan-

gan, dan hilangnya identitas produksi. Bagi

AS, ini soal mempertahankan status adi-

daya; bagi Indonesia, ini soal survival ekono-

mi rakyat yang terancam menjadi ”Semut vs

Goliath di kancah global”.

Selama dua dekade, Indonesia terjebak

dalam paradoks perdagangan bebas. Di satu

sisi, ekspor mencapai rekor USD 258,8 mili-

ar (2023), tetapi 60%-nya masih bergantung

pada komoditas mentah. Di sisi lain, pasar

domestik dibanjiri 80% produk tekstil dan

elektronik China, mematikan 2.500 UMKM

per tahun (Data Kemenkop UKM, 2022).

Kebijakan Bela Beli Kulonprogo menun-

jukkan bahwa proteksi selektif, Contohnya,

PNS diwajibkan membeli beras petani lokal

dan mengenakan batik khas Kulonprogo pa-

da hari tertentu, saat itu bisa menjadi solusi

alternatif.

Semangat proteksi selektif seperti di

Kulonprogo seharusnya menjadi inspirasi

nasional. Sayangnya, Pemerintah Indonesia

masih kerap bersikap gamang. Alih-alih

melindungi sektor strategis, berbagai per-

janjian dagang seperti RCEP dan IPEF jus-

tru membuka lebar kran impor, membuat

industri vital seperti baja dan tekstil se-

makin rentan tanpa perlindungan yang

memadai. (Sumber: https://katadata.co.id/).

Riset Peterson Institute menunjukkan ne-

gara-negara ASEAN (termasuk Indonesia)

kian tergantung pada impor manufaktur

China, yang mencapai 30% total impor di

Kawasan (Sumber: https://aspistrategist.

org.au). Akibatnya, Indonesia menjadi

”pasar abadi” bagi negara lain, tanpa nilai

tambah signifikan.

Mengutip Kompas bahwa

Proteksionisme bukanlah ku-

tukan, sebagaimana kerap di-

gambarkan dalam buku-buku

ekonomi arus utama. Ia adalah

alat kebijakan yang sah, selama

dijalankan dengan bijak dan

terukur. Negara-negara maju

telah lama mempraktikkannya,

bahkan ketika mereka meng-

kampanyekan perdagangan be-

bas.

Mereka melindungi petani

dan industri strategis, serta

membatasi akses asing ke sek-

tor vital dari kompetisi asing.

Indonesia pun berhak mengam-

bil langkah serupa. Bukan un-

tuk memusuhi dunia, tetapi un-

tuk memberi ruang bagi indus-

tri lokal agar bisa tumbuh dan berkembang.

Menuju Kemandirian yang

Berdaulat

Langkah Trump dan Hasto mengajarkan

bahwa proteksionisme bukan tujuan akhir,

melainkan alat untuk menciptakan ruang

bernapas bagi industri domestik. Indonesia

perlu merumuskan smart protectionism:

memberlakukan tarif proporsional untuk

sektor rentan dan padat karya seperti tek-

stil, elektronik, alas kaki, furnitur, serta in-

dustri kreatif berbasis UMKM.

Program Bela Beli perlu diadopsi nasional

dengan mewajibkan penggunaan produk

lokal di instansi pemerintah dan BUMN.

Namun, ini harus dibarengi dengan revolusi

pendidikan, riset berbasis industri, dan re-

formasi birokrasi yang memberangus men-

talitas impor.

Indonesia bukan negara kecil. Dengan

populasi terbesar keempat dunia, kekayaan

alam, dan pasar domestik yang kuat,

Indonesia hanya butuh arah yang jelas dan

keberanian untuk berkata: ”kita akan

bermain dengan aturan kita sendiri.”

Dunia mungkin tak setuju, tapi begitulah

bangsa besar dibangun. Saatnya Indonesia

menerapkan proteksionisme cerdas dan be-

rani merebut masa depan.

Seperti kata Hasto, ”Kita harus berjuang

dengan senjata yang kita punya.” Di era eko-

nomi sebagai senjata, Indonesia tak bisa lagi

hanya menjadi penonton. (*)-d

*)Dr (CAN) Wahyu Indro Widodo SST

MMPar, Direktur Akademi Pariwisata

Dharma Nusantara Sakti (AKPARDA) un-

tuk periode 2023 - 2027.

Menyimak Isyarat Global, Melindungi Pekerja Lokal

Wahyu Indro Widodo

Kuda andong akan dipasangi ’pampers’.

- Tanpa ’pampers’ tak boleh beroperasi.

***

Yogya tujuan favorit liburan lebaran.

- Image baik yang harus terus dijaga.

***

Stok BBM aman pasca-Idul Fitri

- Harga dan takaran harus tetap aman.

Proteksionisme Ala Trump Vs Bela Beli Ala Hasto Wardoyo

”IT was the best

of times, it was the

worst of times...”

Demikian Charles

Dickens membuka

A Tale of Two Cities

sebuah novel ten-

tang masa di mana

harapan dan ke-

hancuran hidup

berdampingan.

Kalimat ini terasa

relevan saat kita menatap horison ekonomi

global hari ini. Dunia seakan tengah berdiri di

persimpangan: antara pemulihan pascapan-

demi dan bayang-bayang perlambatan

ekonomi baru yang dipicu perang da-

gang serta proteksionisme.

Tanda-tanda yang tak Bisa

Diabaikan

Krisis tidak pernah datang tiba-tiba.

Ia didahului oleh tanda-tanda ibarat

langit yang mendung sebelum hujan

badai turun. Dalam beberapa bulan ter-

akhir, lonjakan harga emas dunia dan

penurunan tajam indeks saham global

menjadi dua indikator klasik yang perlu

dicermati. Emas, sebagai aset lindung

nilai, melonjak karena meningkatnya

kecemasan terhadap instabilitas ke-

uangan global. Di sisi lain, pasar saham

menunjukkan volatilitas tinggi sebagai

reaksi atas tekanan geopolitik dan eko-

nomi yang meningkat.

Kebijakan Presiden Amerika Serikat

yang kembali menaikkan tarif impor

hingga 32% menjadi pemantik terbaru

ketegangan global. Kebijakan ini tidak

hanya memengaruhi hubungan dagang

ASñTiongkok, tetapi juga menyulut spiral

proteksionisme yang dapat berdampak luas.

Di Indonesia, sektor-sektor seperti tekstil,

alas kaki, elektronik, dan udang adalah bebe-

rapa yang paling rentan. Mereka padat

karya, bergantung pada pasar ekspor, dan ki-

ni menghadapi tantangan ganda: permintaan

global yang menurun dan beban tarif yang

meningkat.

Indonesia masih memiliki waktu walau tak

banyak untuk bersiap menghadapi potensi

badai ini. Dengan rasio ekspor terhadap PDB

sekitar 25%, ketergantungan Indonesia ter-

hadap pasar global memang relatif lebih ren-

dah dibanding negara seperti Vietnam atau

Singapura. Namun ini bukan berarti kita ke-

bal, terutama dalam hal ketenagakerjaan.

Bila permintaan ekspor menurun drastis,

potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

massal di sektor-sektor padat karya tidak

bisa dihindari.

Negara Perlu Tampil di Garis Depan

Langkah antisipatif harus dimulai dari

deregulasi yang mengurangi beban pelaku

usaha, terutama UMKM dan industri padat

karya. Relaksasi fiskal terbatas, insentif per-

pajakan, dan penyederhanaan birokrasi men-

jadi prasyarat menjaga kelangsungan bisnis.

Diversifikasi pasar ekspor ke kawasan

ASEAN dan Asia Timur juga perlu diper-

cepat, guna mengurangi ketergantungan pa-

da negara-negara yang sedang berkonflik da-

gang dengan AS.

Di sisi tenaga kerja, perluasan perlindung-

an sosial menjadi penting. Program subsidi

upah dan bantuan langsung tunai harus disi-

apkan kembali untuk mengantisipasi penu-

runan daya beli. Skema Jaminan Kehilangan

Pekerjaan (JKP) juga perlu diperluas caku-

pannya bukan hanya untuk pekerja formal di

kota besar, tetapi juga buruh pabrik dan

pekerja informal yang sangat rentan terha-

dap gejolak eksternal.

Bila skenario terburuk terjadi yakni per-

lambatan ekonomi global yang menekan per-

tumbuhan domestik dan menciptakan gelom-

bang PHK negara harus sigap menjadi aktor

utama dalam menjaga pasar kerja tetap

hidup.

Program padat karya publik dapat menjadi

solusi transisional untuk menyerap tenaga

kerja yang kehilangan pekerjaan. Di sisi lain,

pemerintah harus menfasilitasi pelatihan

ulang secara masif, terutama di sektor-sektor

yang tetap tumbuh seperti logistik, pertanian

modern, ekonomi digital, dan energi ter-

barukan. Namun pelatihan harus diiringi de-

ngan insentif nyata bagi penciptaan lapangan

kerja baru, termasuk melalui proyek infras-

truktur kecil di daerah-daerah rawan pen-

gangguran.

Di tengah tekanan global, pelemahan nilai

tukar rupiah juga bisa menjadi senjata dua

mata. Satu sisi, depresiasi bisa membuat ek-

spor lebih kompetitif, namun di sisi lain, in-

flasi bisa naik dan menghantam daya beli.

Kebijakan makro harus dijaga tetap seim-

bang: cukup longgar untuk mendukung sek-

tor produktif, namun cukup ketat untuk men-

jaga stabilitas harga dan nilai tukar.

Memulihkan Ekonomi, Momentu

Merekronstruksi Dunia Kerja

Setiap krisis membawa peluang. Jika ne-

gara mampu melewati badai ini, fase pemuli-

han harus digunakan untuk memperkuat

fondasi ekonomi jangka panjang terutama

sistem ketenagakerjaan. Transformasi ekono-

mi informal menjadi formal perlu dipercepat

melalui insentif, bukan pemaksaan. Legalitas

usaha, akses ke pembiayaan, dan perlindung-

an sosial adalah tiga kunci untuk mendorong

transisi tersebut.

Revitalisasi pelatihan vokasi berbasis

kebutuhan industri dan teknologi masa

depan adalah keniscayaan. Demikian

pula dengan desain kebijakan pengupa-

han yang lebih adaptif terhadap dinami-

ka teknologi, globalisasi, dan produktivi-

tas. Krisis juga menjadi panggilan un-

tuk memperluas basis industri nasional,

terutama di luar Jawa, agar ketahanan

ekonomi menjadi lebih merata.

Indonesia juga harus menjadikan

ketegangan dagang global sebagai pelu-

ang. Banyak investor yang kini mencari

alternatif dari Tiongkok. Dengan men-

ciptakan iklim usaha yang lebih ramah,

Indonesia bisa menjadi tujuan relokasi

industri yang strategis, sebagaimana di-

lakukan Vietnam.

Sebagaimana Dickens mengisahkan

dua kota yang dilanda kekacauan na-

mun tetap menyimpan harapan,

Indonesia pun hari ini berada di titik

krusial: apakah akan tergulung gelom-

bang atau justru menavigasi badai dengan

keberanian dan kecermatan. Jika kita mam-

pu menyimak isyarat global dan melindungi

pekerja dengan langkah konkret, maka ”the

worst of times” bisa berubah menjadi ”the best

of times” sebuah kisah tentang daya tahan

bangsa yang tidak hanya bertahan, tetapi ju-

ga bangkit dengan arah baru yang lebih

inklusif dan adil. (*)-d

*)Riski Raisa Putra, Staf Direktorat

Ketenagakerjaan Bappenas RI. Alumni FE-

UGM dan Illinois University Amerika.

Riski Raisa PutraAntraks, Perlu Terus Diwaspadai
BERITA munculnya penyakit

antraks pada hewan ternak di Kalu-

rahan Bohol Kapanewon Rongkop

dan Kalurahan Tileng Kapanewon

Girisubo Gunungkidul cukup menge-

jutkan (KR, Kamis 10/4). Apalagi jum-

lahnya juga banyak, dalam dua bulan

tercatat 20 kasus kematian ternak.

Lebih dari itu juga sudah mengena pa-

da manusia, di mana 5 warga terpa-

par, 3 di antaranya sudah dinyatakan

positif antraks.

Kepala Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Gunungkidul,

Wibawanti Wulandari, menjelaskan,

mendapat informasi adanya ternak

yang mati mendadak pihaknya lang-

sung turun untuk mengambil sampel

guna diuji laboratorium. Namun proses

pengambilan sampel tidak berjalan

lancar karena sebagian besar bangkai

sapi sudah telanjur disembelih dan

dagingnya dijual oleh pemiliknya se-

belum petugas datang. Dengan begitu

berarti, dagingnya sudah dibeli orang

dan kemudian dikonsumsi, sehingga

penyakit tersebut bisa menular ke

manusia. Hal semacam itu dulu juga

pernah terjadi.

Realitas ini menunjukkan bahwa

kesadaran masyarakat akan penyakit

antraks, khususnya di kalangan para

peternak, tergolong masih kurang.

Mestinya masyarakat sadar, kalau

ada ternak mati mendadak langsung

melaporkannya kepada pihak-pihak

terkait, misalnya survailans dan Dinas

Peternanakan yang kemudian akan

bertindak sesuai System Operational

Prosedure (SOP). Untuk itu masyara-

kat memang perlu terus disadarkan

akan bahaya penyakit antraks yang

termasuk zoonosis, penyakit dari

hewan yang bisa menular ke manu-

sia.

DIY memang termasuk daerah en-

demi antraks. Dulu kasus antraks su-

dah muncul. Ke depan kemungkinan

muncul lagi masih bisa terjadi. Karena

itu harus terus diwaspadai. Upaya un-

tuk mengantisipasi harus terus di-

lakukan dengan harapan ke depan ti-

dak muncul kasus ini lagi. Kalaupun

muncul bisa cepat tertangani dan ter-

atasi, serta tidak sampai ke manusia.

Terkait hal ini sebenarnya Pemda

DIY sudah membentuk Tim Koordinasi

Tim Koordinasi (Tikor) Zoonosis. Tikor

dibentuk dengan SK Gubernur DIY

dan melibatkan berbagai kalangan

stakeholder dari tingkat provinsi sam-

pai Kapanewon, Kalurahan bahkan

pedusunan/padukuhan. Dengan ada-

nya koordinasi semua pihak terkait,

maka kalau muncul penyakit antraks

bisa dengan cepat tertangani.

Di antara tugas Tikor Zoonosis

adalah edukasi kepada masyarakat

peternak sapi. Sebab, karena ketidak-

tahuannya, biasanya mereka merasa

eman-eman terhadap dagingnya

kalau ternaknya mati, sebab ternak

merupakan bagian dari kekayaan atau

rojokoyo dan harganya mahal, menca-

pai puluhan juta rupiah. Padahal kalau

matinya karena antraks, dengan dis-

embelih darahnya membawa bakteri

yang kemudian mengenai manusia

atau tetap hidup di tanah sampai pu-

luhan tahun. Karena antraks yang

hidup inang, keluar dari tubuh sapi

bersama darah jadi spora dan spora

bisa bertahan hingga puluhan

tahun.Secara syariat juga diharamkan

makan daging bangkai.

Karena itu sudah ada SOPnya, sapi

mati karena antraks, harus dikubur

dalam beton. Lokasinya juga harus

diplester dengan semen yang kuat dan

tidak boleh dibongkar dalam waktu

lama. Sebab sporanya masih akan

bertahan hidup sampai puluhan tahun,

sehingga kalau dibuka masih bisa

menyebar ke mana-mana tak terk-

endali, termasuk ke manusia. Apalagi

kalau spora yang menempel di tanah

kemudian terbawa air.

Idealnya memang pemerintah

menyediakan uang pengganti bagi

masyarakat yang ternaknya mati kare-

na antraks, sehingga mereka dengan

senang hati sapi bangkainya dikubur,

karena tidak dirugikan. Namun untuk

ini harus disiapkan aturan dan

mekanisme yang jelas, sehingga ter-

nak yang mati bukan karena antraks

lantas ÔdiantrakskanÕ agar mendapat

ganti.

Pendek kata, antraks termasuk pe-

nyakit yang perlu terus diwaspadai.

Edukasi kepada para peternak tidak

boleh berhenti. (*)-d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis
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nampilkan fotocopy identitas dan foto
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Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd,

Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272)

322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. 

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala

Perwakilan: Muslikhah. Wakil :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.

Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - 

W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.


